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PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR: 20 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(PPK-BLUD) DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA

: a. Bahwa perangkat daerah yang memiliki spesifikasi

teknis dibidang pelayanan umum berpotensi
untuk dikelola melalui Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

b. Bahwa penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang akan
menerapkan PPK-BLUD harus dilakukan secara
selektif dan cermat

c. bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang
telah memenuhi persyaratan substansif, teknis
dan administratif dapat ditetapkan oleh Kepala
Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari
Tim Penilai;

d. bahwa untuk menjaga transparansi dan
obyektifitas serta untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas tim dalam menilai usulan
penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), perlu
ditetapkan suatu pedoman yang dapat digunakan
sebagai instrumen penilaian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286 ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340},

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

900/2759/8J Perihal Pedoman Penilaian Penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENILAIAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-
BLUD) DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

‘BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Sl

Bupati adalah Bupati Konawe Utara;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Utara;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Konawe Utara;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Konawe Utara;

Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada masyarakat yang
meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medis, dan pelayanan
administrasi manajemen;



8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Penilai
dalam melakukan penilaian atas usulan SKPD atau Unit Kerja pada
SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun instrument
penilaian bagi Tim Penilai sesuai dengan karakteristik dan potensi
daerah serta untuk menjaga obyektifitas, transparansi dan kualitas
penilaian.

BAB III
PEDOMAN PENILAIAN

Pasal 3

Pedoman Penilaian Penerapan Pola pengelolaan Keuangan Badan
Pelayanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Utara
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Utara.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 9 - - 2015

ﬁzBUPATI KONAWE UTARA,

/

H. ASW. LAI ) Qm./"-'

Di undangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 9 - — 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

\ ¥

IHWAN POROSI

Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8Y Tahun 2015
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Lampiran 1 : Peraturan Bupati Konawe Utara
Nomor eteeieeereariiessieiiseneenns

Tanggal :i.cceeveirieiiiiainneienennns 2015

Tentang : Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD)

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, khususnya pasal 68 dan pasal 69 mengamanatkan bahwa instansi
Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat, dapat diberikan fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan dengan sebutan Pola Pengelolaan. Badain Layanan
Umum (PPK-BLU) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PPK-BLU). Peraturan Pemerintah ini memberikan fleksibilitas yang
menerapkan praktek-prkatek bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah,
sebagai pengecualian dari ketentuan umum pengelolaan keuangan Negara.
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) merupakan
contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja (hasil) pada
instansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah juga menyatakan bahwa perangkat daerah yang
memiliki spesifikasi teknis di bidang pelayanan umum juga berpotensi
untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Peraturan Menteri
Dalam Negeri ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan
instansi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk penerapan PPK-BLUD di
daerah, mengingat bahwa penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) atau unit kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD
harus dilakukan dengan cermat, sehingga fleksibilitas yang diberikan
benar-benar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) mensyaratkan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada
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SKPD yang telah memenuhi persyaratan substansif, teknis dan
administratif dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk

menerapkan PPK-BLUD. Penerapan-penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau

Unit Kerja pada SKPD tersebut dilaksanakan oleh Kepala Daerah setelah
mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala
Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.

Tim Penilai tersebut mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai

usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-

- BLUD yang hasil penilaiannya disampaikan kepada Kepala Daerah dalam

bentuk rekomendasi. Sehubungan dengan tugas tim tersebut, maka untuk
menjaga transparansi dan obyektifitas serta untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas tim, perlu suatu Pedoman Penilaian Usulan Penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian.

BAB II
TATA TERTIB DAN PROSEDUR PENILAIAN

A. Tata Tertib Tim Penilai

Tata tertib tim penilai adalah sebagai berikut.

1. Semua anggota tim penilai wajib hadir dalam rapat penilaian

2. Apabila anggota tim penilai berhalangan hadir, maka anggota tim
penilai tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki
kompetensi di bidangnya dan pendapat yang disampaikan pengganti
tersebut dianggap pendapat dari tim penilai yang bersangkutan.

3. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, namun jika
tidak mencapai kata sepakat, maka keputusan diambil melalui
pemungutan suara yang disetujui paling sedikit setengah dari jumlah
tim penilai yang. hadir ditambah 1 (satu) suara.

4. Anggota tim penilai atau pengganti yang ditunjuk, wajib

menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian.



B. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian adalah sebagai berikut.

1. SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen
persyaratan administratif.

2. Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan
kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD dengan dilampiri
dokumen persyaratan administratif.

3.Kepala Daerah membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah yang melaksanakan proses penilaian.

4. Pelaksanaan penilaian:

a. Tim penilai meneliti substansi persyaratan administratif dengan
mengacu pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan.

b. Tim penilai dapat meminta penjelasan dari SKPD atau Unit Kerja
yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.

c. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.

d.Tim penilai menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk
rekomendasi kepada Kepala Daerah.

C. Tata Cara Penilaian
Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan
yang telah memuat keterangan sebagai berikut.
a. Nomor urut
Nomor urut adalah nomor urut dokumen administrasi yang akan
dinilai.
b. Dokumen administratif yang dinilai
Dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen-dokumen
prsyaratan administratif yang terdiri dari pernyataan kesanggupan
meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi bisnis,
laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan
keuangan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hasil penilaian
audit terakhir atau pernyataan beréedia untuk diaudit.
c. Nilai Bobot Dokumen
Nilai Bobot Dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen
administratif yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen
dengan menggunakan CARL yaitu;
e Capability (kemampuan untuk mencapainya)

e Acceptability (bias diterima)




¢ Reliability (dapat diandalkan)
e Leverage (mengundang daya ungkit yang tinggi).

Bobot masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan

d.

g.

h.

sebagai berikut:

No Dokumen Persyaratan Administratif Bobot
1. | Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja 5%
2. | Pola Tata Kelola 20%
3. | Rencana Strategi Bisnis 30%
4. | Laporan Keuangan Pokok Atau Prognosa/Proyeksi 20%
5. | Standar Pelayanan Minimal 20%
6 | Laporan Audit Terakhir Atau Pernyataan Bersedia 5%

Diaudit
Total 100%
Indikator

Indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya
penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk

pengambilan keputusan.

. Unsur yang dinilai

Unsur yangh dinilai adalah unsure-unsur yang harus tercantum
dan merupakan bagian dari dokumen yang dinilai. Selengkapnya

tertera didalam format penilaian.

Nilai per unsur (skala penilaian 0 - 10)
Nilai per unsur adalah suatu angka yang diberikan pada setiap
unsur dari unsur yang dinilai. Nilai per unsur menggunakan skala

dengan rentang angka antara O (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).

Bobot per unsur .
Bobot per unsur adalah bobotan terhadap unsur yang dinilai yang
sudah ditentukan didalam pedoman berdasarkan CARL.

Hasil penilaian per unsur
Hasil penilaian per unsur adalah hasil kali antara nilai per unsur

dengan bobot per unsur.




i. Nilai akhir
Nilai akhir adalah hasil kali hasil penilaian per unsur dengan bobot
dokumen.

Format penilaian dan definisi operasionalnya terlampir.

. Kriteria Penilaian

Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria penilaian sesuai
format kriteria yang terdiri dari nomor urut, hasil penilaian, kriteria,

kesimpulan atau status yang di rekomendasikan.

Kiteria:
No Hasil Penilaian Kriteria . Status ya.ng
direkomendasikan
1. {80-100 Memuaskan BLUD Penuh
2. |60-79 Belum terpenuhi secara BLUD Bertahap
memuaskan
3. | Kurang dari 60 Tidak memuaskan ditolak

Jika salah satu dari enam persyaratan admiﬁistratif tidak terpenubhi,
maka permohonan penerapan PPK-BLUD ditolak dan dapat diajukan
kembali, apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

SKPD atau Unit Kerja yang diberi status BLUD-Bertahap diberikan
fleksibilitas pada batas-batas tertentu yang berkaitan dengan jumlah
dana yang dapat dikelola langsung, pengelola barang, pengelola
piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan. Sedangkan fleksibilitas yang tidak diberikan
kepada BLUD atau Unit Kerja yang diberi status BLUD-bertahap
adalah:

1. Pengelolaan piutang;

2. Pengelolaan investasi; dan

3. Pengadaan barang/jasa.



E. Berita Acara Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil akhir penilaian terhadap dokumen persyaratan
administratif SKPD atau Unit erja yang akan menerapkan PPk-BLUD,
Tim Penilai membuat Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berita Acara Hasil
Penilaian tersebut merupakan bahan pertimbangan/rekomendasi bagi
Kepala Daerah dalam memberikan keputusan penolakan atau
persetujuan penerapan terhadap usulan yang disampaikan oleh Kepala
SKPD atau Unit Kerja.

Berita Acara Hasil Penilaian dilampiri dengan hasil penilaian sesuai
dengan format penilaian dan disertai dengan analisis/komentar singkat
atas masing-masing dokumen persyaratan administratif dan
kesimpulan akhir yang diambil oleh Tim Penilai.

Format berita acara terlampir.

ﬁ/BUPATI KONAWE UTARA,

H. ASW. p .-







KESIMPULAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
PADA RSUD KONAWE UTARA

No. Aspek yang dinilai Analisis/komentar

1. | Pernyataan Kesanggupan
Meningkatkan Kinerja

2. | Pola Tata Kelola

3. | Rencana Strategi Bisnis

4. | Laporan Keuangan Pokok

5. | Standar Pelayanan Minimal

6. Penilaian Audit Terakhir Atau

Pernyataan Bersedia Diaudit

7. | Lain-Lain

8. | KESIMPULAN

Keterangan:

1. Kolom analisis/komentar diisi dengan analisis atau komentar atas
masing-masing dokumen administratif termasuk kekurangan
dokumen administratif yang masih perlu diperbaiki dimasa yang
akan datang.

2. Kolom kesimpulan diisi dengan kesimpulan hasil penilaian yang
akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.




Lampiran 3 : Peraturan Bupati Konawe Utara
Nomor cvciiiviiviiiiiienninnnn,
Tanggal :..ccoovviviiiiiiiiininnne. 2015
Tentang : Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD)

TIM PENILAI PPK-BLUD RSUD KONAWE UTARA
REKOMENDASI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administratif RSUD
Konawe Utara yang mengajukan permohonan untuk menerapkan PPK-
BLUD, bersama ini Tim Penilai PPK-BLUD RSUD Konawe Utara
merekomendasikan bahwa RSUD Konawe Utara layak menerapkan PPK-
BLUD dengan status BLUD Bertahap/BLUD Penuh
Dengan catatan :

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Bupati
Koawe Utara untuk menetapkan RSUD Konawe Utara menerapkan PPK-
BLUD.

Wanggudu,

Ketua Tim Penilai

(M. T, Porof), fe P )
;@/BUPATI KO UTARA,/

H. ASWAD SULAI P



Lampiran 4 : Peraturan Bupati Konawe Utara
Nomor oicieiiiiiiiiiiiiiiiiineenns
Tanggal :..ccoivimiieniiniiinininn.. 2015
Tentang : Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD)

TIM PENILAI PPK-BLUD RSUD KONAWE UTARA
REKOMENDASI PENOLAKAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administratif RSUD
Konawe Utara yang mengajukan permohonan untuk menerapkan PPK-
BLUD, bersama ini Tim Penilai PPK-BLUD RSUD Konawe Utara
merekomendasikan bahwa RSUD Konawe Utara tidak / belum layak
menerapkan PPK-BLUD.

Dengan catatan :

Demikian rekomendasi ini dibuatsebagai dasar pertimbangan Bupati
Konawe Utara untuk menolak RSUD Konawe Utara menerapkan PPK-
BLUD.

Wanggudu,
Ketua Tim Penilai

R T POROGH,SE . Myip

%UPATI KONAWE UTARA,

/

H. ASW Al















































